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1. Ketentuan Umum
a. Landasan Hukum

Pedoman Direksi PT Mizuho Leasing Indonesia Thk (“Perusahaan”) ini mengacu pada :

1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata
Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Juncto Peraturan OJK
Nomor 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor
30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan
Pembiayaan;

3) Surat Edaran OJK Nomor 15/SEQJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan;

4) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
atau Perusahaan Publik; dan

5) Anggaran Dasar Perusahaan.

b. Dokumen ini mengatur Pedoman Direksi Perusahaan.

c. Direksi wajib menyusun Pedoman Direksi yang bersifat mengikat bagi setiap anggota
Direksi dan paling kurang memuat :
1) Landasan Hukum
2) Tugas, tanggung jawab dan wewenang;
3) Nilai-Nilai;
4) Waktu Kerja;
5) Kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat dan risalah rapat; dan
6) Pelaporan dan pertanggungjawaban.
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d. Pedoman Direksi wajib dimuat dalam situs web Perusahaan.

. Struktur dan Keanggotaan

a.

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang. Dengan susunan 1 (satu) orang
Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.

Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.

Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia (Iebih dari 50% jumlah
anggota Direksi).

Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi
kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari
Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

Seluruh anggota Direksi harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.

Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan wajib lulus penilaian kemampuan
dan kepatutan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kemampuan dan
kepatutan.

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain.

Anggota Direksi dapat merangkap jabatan:

1) sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan lain;

2) sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau
Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota
Dewan Komisaris;

Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang
ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS
Tahunan ke-3 (ketiga) yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat mereka
pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode
masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak
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mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar.

Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai
dengan keputusan RUPS.

Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi
tersebut:
a. Meninggal dunia;
b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan
memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang
mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, maka selambat-
lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan
RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

a.

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan
untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang
ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Anggota Direksi Perusahaan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan,
Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan internal Perusahaan. Dalam menjalankan
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tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS
tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
dan Anggaran Dasar.

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad
baik, penuh tanggung jawab, dan kehati hatian.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
Direksi dapat membentuk komite.

Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite
setiap akhir tahun buku.

Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:

1. Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris,
karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perusahaan, sesuali
dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas
kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi
dalam menjalankan tugasnya.

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan

sebagaimana dimaksud pada butir (g), apabila dapat membuktikan:

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan
kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perusahaan.

3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas
tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan

4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian
tersebut.
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Direksi mewakili Perusahaan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di
luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan serta menjalankan segala
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan
pembatasan sebagaimana ditentukan dalam butir (j) di bawah ini.

Direksi mewakili Perusahaan sebagaimana yang terdapat pada butir (i), akan tetapi

dengan pembatasan untuk:

1. menghapusbukukan atau mengeluarkan piutang Perusahaan dari pembukuan
melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau

2. mengalihkan atau melepaskan hak Perusahaan untuk menagih piutang Perusahaan
yang telah dihapusbukukan, melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan
oleh Dewan Komisaris; atau

3. menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau mengagunkan/menjaminkan
kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi maupun dalam beberapa transaksi
yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebihi
jumlah yang dari waktu waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

4. memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah;

5. memperoleh atau melepaskan penyertaan modal pada perusahaan lain;

6. memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) untuk kepentingan pihak
lain;

7. menerima pinjaman uang dari siapapun;

8. memberikan pinjaman uang kepada siapapun kecuali dalam rangka menjalankan
kegiatan usaha Perseroan.

harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang

bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, persetujuan tersebut dapat

diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dari satu tindakan dan dari waktu

ke waktu dapat ditinjau kembali, dengan memperhatikan peraturan dibidang Pasar

Modal.

Ketentuan pada butir (j) ini tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam butir (k)

dibawah ini.
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k.

m.

Perbuatan hukum untuk (1) mengalihkan atau melepaskan hak atau (2) menjadikan
jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perusahaan yaitu dengan nilai sebesar
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1
(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan
transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih
Perusahaan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat
persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan hukum:

1.

2.

1.

untuk melakukan Transaksi Material, tunduk pada Peraturan OJK yang mengatur
tentang Transaksi Material dan perubahan kegiatan usaha dengan memperhatikan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

untuk melakukan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tunduk pada
Peraturan OJK yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan
kepentingan dan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili Perusahaan.
Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga,
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang anggota
Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
mewakili Perusahaan.
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Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam
hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perusahaan bertentangan dengan
kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perusahaan akan diwakili oleh
anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal
Perusahaan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh
anggota Direksi, maka dalam hal ini Perusahaan akan diwakili oleh Dewan Komisaris
atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan
Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perusahaan
dalam menjalankan tugas tersebut di atas.

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:

1. terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang
bersangkutan; dan

2. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan
dengan kepentingan Perusahaan.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana butir (p) diatas, yang berhak mewakili

Perusahaan adalah:

1. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan
Perusahaan;

2. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan
kepentingan dengan Perusahaan; atau

3. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan
Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
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r.  Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam Pedoman
ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan
perundangan lainnya yang berlaku.

4. Nilai-Nilai

a.  Anggota Direksi wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman
sesuai bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.

b. Anggota Direksi wajib mempunyai akhlak dan moral yang baik, mampu melaksanakan
perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam
waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan tidak pernah dihukum karena melakukan
tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor
keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

C. Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan
dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

d.  Anggota Direksi dilarang memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan
serta reputasi Perusahaan maupun anak perusahaannya.

e.  Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara
langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.

5. Waktu Kerja
Setiap anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya secara optimal dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai
Direksi.
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6. Transparansi
Anggota Direksi wajib mengungkapkan :

a) Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) baik pada Perusahaan maupun pada
perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

b) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi
lainnya, dan/atau pemegang saham Perusahaan.
c) Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Perusahaan.

d) Jabatan mereka di perusahaan lain.

7. Rapat Direksi

a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih
anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis
1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian
atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara
yang sah.

b. Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

c. Anggota Direksi wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah
rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.

d. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada butir (a), butir (b) dan butir (c) dapat dilangsungkan,
sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua)
bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

e. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

f. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada butir (a), butir (b), butir (c)
dan butir (e) wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
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g. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dan butir (e) untuk
tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

h. Bahan rapat yang sudah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir (g) harus dibagikan
kepada peserta rapat minimal 5 (lima) hari sebelum rapat dilaksanakan.

i. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun sebagaimana
dimaksud pada butir (g) , bahan rapat harus dibagikan kepada peserta paling lambat sebelum
rapat diselenggarakan.

j- Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga
maka salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat
Direksi. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam
bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari
kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan
tanggal Rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, maka pemanggilan terlebih
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat.

k. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

I. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau
ditempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam
wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili dan hasil
keputusan Rapat disetujui oleh semua anggota Direksi, Rapat Direksi dapat diadakan di tempat
lain sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat.
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m. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau
berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat
Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.

n. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi
yang lain berdasarkan surat kuasa.

0. 1. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan
1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.

2. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun
secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak
yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat
kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika
Rapat Direksi menentukan lain.

p. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal
tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara
terbanyak yaitu disetujui lebih dari % (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.

g. Hasil Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (a), butir (b) dan butir (c)wajib dituangkan
dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan
kepada seluruh anggota Direksi.

r. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat,
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
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. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi, maka
yang bersangkutan wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan
perbedaan pendapat (dissenting opinion) tersebut.

. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak
menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir (q) dan butir (r), yang
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang
dilekatkan pada risalah rapat.

. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada butir (gq) dan butir (r) wajib didokumentasikan oleh
Perseroan.

. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat
Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.

. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat
Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis
tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana
media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/
atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan
bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan
komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat
Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan
cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Direksi.
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y. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Pedoman ini mengacu pada
Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang

berlaku.

8. Pelaporan

Direksi wajib menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.

9. Tanggal Efektif dan Kaji Ulang Berikutnya
1) Pedoman Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya.

2) Pedoman Direksi ini dikaji ulang secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali atau dilakukan
pengkinian disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
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